PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 39 TAHUN 2005
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2006

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan
Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja

Pemerintah, dipandang perlu menetapkan Peraturan Presiden

tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2006;

—

Mengingat Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4.  Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana
Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4405);

5. Peraturan ...



Menetapkan :

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang
Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian
Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4406);

Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
11);

MEMUTUSKAN :

PERATURAN PRESIDEN TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH
TAHUN 2006.

(1)

(2)

Pasal 1

Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2006, yang selanjutnya
disebut RKP Tahun 2006, adalah dokumen perencanaan
pembangunan nasional untuk periode 1 (satu) tahun yaitu
tahun 2006 yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2006 dan
berakhir pada tanggal 31 Desember 2006.

RKP Tahun 2006 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri

dari :
a. Buku I yaitu sebagaimana dimuat dalam Lampiran I; dan
b.  Buku II yaitu sebagaimana dimuat dalam Lampiran II;

Peraturan Presiden ini.

Pasal 2 ...



